I

15. Kecamatan Tanjung Sakti PUMU, dengan Tipe A;
16. Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, dengan Tipe A;
17. Kecamatan Gumay Talang, dengan Tipe A;

18. Kecamatan Kikim Barat, dengan Tipe A;

19. Kecamatan Kikim ’I‘1mur dengan Tipe A;

20. Kecamatan Kikim 'I‘(,ngah dengan| Tipe A;

21. Kecamatan Kikirn Selatan, dengan Tipe A;

22. Kecamatan PSEKSU, dengan Tipe A;

23. Kecamatan Lahat Selatan, dengan| Tipe A;

24. Kecamatan Mulak Sebingkai, dengan Tipe A.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mt,ng(.tahuinyd,' memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan p(,n(,mpatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Lahat.

- ltetapkan' di Lahat
ﬂp = pada tanggal

Diundangkan di Lahat
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,
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19.

20.
21.

22.

23.

: i l i
Dinas Perpustakaan Tipe A, m¢nyelenggarakan urusan
pemerintahan bldang perpustakaan dan bidang
kearsipan. i I
Dinas Perikanan T1pe B menyplenggarakan urusan
pemerintahan bidang perikanan;; | ..
Dinas Pariwisata Tipe B, menyclenggarakan urusan
pemerintahan bidang pariwisata. | v
Dinas Tanaman Pangan, Hornkultura dan Peternakan
Tipe A, menyclenggarakan urusan pemerintahan
bidang pertanian sub urusar tanaman pangan,
hortikultura serta subjurusan peternakan; «
Dinas Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintah bidang pertanian sub urusan perkebunan; .

. Dinas Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan

pemerintahan  bidang perdag gan dan bidang
perindustrian. _ |

e. Badan Daerah terdiri dari: | . g

1.
2.

3.

Badan Perencanaan |Pembangq 1an Daerah Tipe A,
melaksanakan fungsi penunjang' ;?erencanaan, -
Badan Pendapatan Daera.h 'Tipe A melaksanakan
fungsi keuangan sub peng(:lolaa.n pendapatan daerah; .
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A
melaksanakan fungsi keuanga1n sub pengelolaan
keuangan dan aset daerah v o

Badan Kesatuan Bangsa dah Pohtlk‘ Tipe A,
melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan
pOlltlk v ‘ |

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; -

Badan Penelitian dan - Pengembangan Tipe B,

melaksanakan fungsi penunjang penehtlan dan
pengembangan.

Ketentuan ayat (2) Pasai 3 dltambahkan 2 (dua) angka baru
yakni angka 23 dan angka 24, sehmgga berbunyi sebagai

berikut :

¥

!
Pasal 3 ;
|

(1) Selain Perangkat Daerah sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagal Perangkat Daerah.

(2) Kecamatan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) terdiri

dari :

CONOO AW

l

Kecarnatan Lahat, dengan Tlpe A
Kecamatan Merapi Barat, dengan Tipe A;
Kecamatan Merapi Timur, giengan Tipe A;
Kecamatan Merapi Selatan, dengan Tipe A;
Kecamatan Pulau Pinang, dengan Tipe A;
Kecamatan Pagar Gunung, dengan Tipe A;
Kecamatan Gumay Uly, depgan Tlpe A;
Kecamatan Tanjung chat denga.p Tipe A;
Kecamatan Kota Agung, d ngan ’I‘Fpe A;

. Kecamatan Mulak Ulu, dengan T;Pe A;
11.

12.
13.
14,

Kecamatan Jarai, dcngan Tipe A;
Kecamatan Pajar Bulan, dengan 'I#lpe A;
Kecamatan Muara Payang, dengan Tipe A;
Kecamatan Suka Merindu, dengan Tipe A;
; : g
i
|

NS
N ¥




d. Dinas, terdiri dari :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

13.

16.

17.

18.

‘
! |
!

'
1
l

Dinas Pendidikan .dan Kelqudayaan » Tipe A, ¢ !

menyelenggarakan  urusan pqmenntahan bidang

pendidikan dan bidang kebudayaq.n

Dinas Kesehatan Tipe A, menyPlenggarakan urusan

pemerintahan bidang kesehatan, v ‘

Dinas Pekerjaan Umum dan Peﬁataan Ruang Tipe B,
menyelenggarakan  urusan pq'merintahan bidang

pekerjaan umum dan penataan,rpang;

Dinas Perumahan Rakyat,| Kawaian Permuklman dan

Pertanahan Tipe B, imenye engga.rakan urusan
pemerintahan bidang perumah rakyat dan kawasan
permukiman serta bidang pertana‘:han, v

Satuan Polisi Pamong; Praja dan 'Pemadam Kebakaran
Tipe A, menyelenggaralm urusan pemerintahan
bidang ketentraman - dan ketertlban umum serta
perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan
ketertiban umum dan sub urus ' kebakaran; .-

Dinas Sosial Tipe ‘A, meny enggarakan urusan
pemerintahan bidang sosial; « ‘|

Dinas Tenaga Kerja dan ’I‘ransrmgram Tipe B,
menyelenggarakan urusan pemenntahan bidang tenaga
kerja dan bidang transmigrasi; *

Dinas Pemberdayaan Perempuap dan Perlindungan
Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pemberdayaan pcrempun dan perlindungan
anak; . '

Dinas Ketahanarn Pangan T1pe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pangan; v

Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; -
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan  bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; *
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa; ~

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tipe A, menyclenggarakan urusan pemerintahan
bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana; Vv

Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perhubungan, v

Dinas Komunikasi dan Int‘"ormatika, Tipe A
menyclenggarakan urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika, bldang persandian, dan
bidang statistik; + . | |

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dgn Menengah Tipe A,
menyelenggarakan  urusan p?mermtahan bidang
koperasi, usaha kecil dan menen ah; v

Dinas Penanaman Modal qlan Peiagznan Terpadu Satu
Pintu Tipe A, menyel@pggarakan

bidang penanaman medal;
Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe| A, menyelenggam’ﬁhn

urusan pemermtahqn bldang kepcmudaan “dan
olahraga;

san pemenntahan

v b

]
! ! '
: |

|

H
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4. Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2916 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran, Ncgara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah: dluba.h dengan. Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Peru )ahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomorl8 Tahun 20 16 tentang Perangkat Daerah
(Lemnbaran Negara Republik Indonesm Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indpnesm Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan dan Pengendalian Penataaxfn Perangkat Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeii Nomor 1* Tahun 2019 tentang
Perangkat Daerah yang Melaksanakan Ur?san Pemerintahan di
Bidang Kesatuan Bangsa dan. Politik (B enta Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); |

7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016. tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran
Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun
2019 Nomor 4},

Dengan Persetujuan Bersama |

1
'

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENLAHAT

Menetapkan :

dan
BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN: |

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR. 4 TAHUN 2016 TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT AERAH KABUPATEN
LAHAT.

’ |

Pasal I S ]'
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah'Kabupaten
Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peratu{an Daerah Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan! Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019
Nomor 4), diubah sebagai berikut : ? |

1. Ketentuan huruf d angka 22 Pasal 2 dlubah dan ditambahkan

1 (satu) angka baru yakni angka 23 dan huruf e ditambahkan 1

(satu) angka baru yakni angka 4, sehmgga Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut :

|
i

l

Pasal2 . ’

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah
dengan susunan sebagai berikut: | i
a. Sekretariat Daerah, merupgkan ’iSekretanat Daerah
Tipe A; <«
b. Sekretariat DPRD, rnerupakan Sekretanat DPRD Tipe B; «
c. Inspektorat, merupakan Inspektorat 'I‘|1peA v
! i
i !

j
! I
!

t



KES

BUPATI LAHAT :
PROVINSI SUMATERA SELATAN -,

“d » e
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 2. TAHUN 2021 -

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

Menimbang

Mengingat

. a.

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAHAT :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |

BUPATI LAHAT, ; - ,'
bahwa Dberdasarkan hasil ] evaluasi ' perangkat daerah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan
dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, maka perlu
.melakukan penataan Dinas -Pertanian,. Kecamatan Mulak
Sebingkai dan Kecamatan Lahat Selatan; '

bahwa untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Sumatera
Selatan Nomor 061/1458/VII/2019 ta.nggau 11 November 2019
hal Penataan Perangkat Daerah Bldang Kesbangpol, maka
perlu dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

bahwa untuk menindaklanjuti Surat Gubernur ' Sumatera
Selatan Nomor 061/0748/VII/2020 tangggl 13 Maret 2020 hal
Penataan Perangkat Daerah, maka perlu. mengubah fungsi
penunjang Pertanian dalam 2 (dua) Dmds,

bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana difnaksud

. pada huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;

Pasal 18 Ayat (6) Undan'r-Undang Dasar Negara Repubhk'
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

+ Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Provinsi Sumatera

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Notnor 73, Tambahan Lembaran Negara : Repubhk Indonesia
Nomor 1821); . | :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta.ng Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara: Republik 'Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) |



